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Abstract: This research examines the concept and application of actio pauliana in Indonesian 

civil law as a legal remedy that can be taken by creditors to cancel debtor legal actions that 

are detrimental to creditors. These detrimental legal actions are usually carried out by debtors 

when they are in bankruptcy or near bankruptcy, which intentionally or unintentionally has the 

potential to reduce the value of assets that can be used to pay off debts. Through a juridical 

review, this research explores the requirements and procedures for implementing an actio 

pauliana lawsuit as well as the obstacles faced in its implementation, including proving the 

bad intentions of the debtor and protecting third parties who have good intentions. Based on a 

normative analysis of applicable regulations and case studies in Indonesia, this research finds 

that actio pauliana has an important role in protecting creditor rights, but its implementation 

in the field still faces various challenges. It is hoped that this research can provide a deeper 

understanding of legal protection for creditors and increase awareness of the importance of 

implementing Actio Pauliana effectively. 
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Abstrak: Penelitian ini mengkaji konsep dan penerapan actio pauliana dalam hukum perdata 

Indonesia sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor untuk membatalkan 

perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditor. Perbuatan hukum yang merugikan ini 

biasanya dilakukan debitor ketika berada dalam kondisi pailit atau hampir pailit, yang secara 

sengaja atau tidak sengaja berpotensi mengurangi nilai aset yang dapat digunakan untuk 

pelunasan utang. Melalui tinjauan yuridis, penelitian ini mengeksplorasi syarat-syarat dan 

prosedur pelaksanaan gugatan actio pauliana serta kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaannya, termasuk pembuktian niat buruk dari debitor dan perlindungan terhadap pihak 

ketiga yang beritikad baik. Berdasarkan analisis normatif terhadap peraturan yang berlaku dan 

studi kasus di Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa actio pauliana memiliki peran 

penting dalam melindungi hak-hak kreditor, namun implementasinya di lapangan masih 

menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang 

lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi kreditor dan meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya penerapan actio pauliana secara efektif. 
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Kata Kunci: Actio Pauliana, debitor, kreditor 

 

 

PENDAHULUAN 

Kreditor dalam hubungan hukum perdata memiliki hak untuk menagih kewajiban 

debitor. Namun, tidak jarang debitor melakukan tindakan yang bertujuan untuk menghindari 

tanggung jawab atau mempersulit kreditor dalam menagih piutang yang sudah jatuh tempo. 

Dalam beberapa kasus, debitor mungkin melakukan perbuatan hukum seperti pengalihan atau 

penjualan aset secara tidak sah, dengan maksud mengurangi atau menghilangkan aset yang bisa 

digunakan untuk melunasi utang. Perbuatan-perbuatan semacam ini bisa merugikan kreditor 

karena mempersempit akses kreditor terhadap harta debitor yang seharusnya dapat digunakan 

untuk pelunasan utang. Dalam kondisi seperti ini, hukum memberikan instrumen perlindungan 

bagi kreditor melalui Actio Pauliana, yang merupakan upaya hukum untuk membatalkan 

tindakan atau perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditor. 

Actio Pauliana adalah hak yang diberikan kepada kreditor untuk memajukan gugatan 

yang bertujuan membatalkan perbuatan hukum debitor yang dianggap dilakukan dengan itikad 

buruk dan merugikan kreditor. Dalam konteks ini, debitor dianggap tidak jujur karena 

melakukan perbuatan hukum yang, meskipun secara teknis sah, dilakukan dengan maksud 

menghindari kewajiban utang kepada kreditor. Kreditor, dalam hal ini, dapat menggugat untuk 

meminta pengadilan agar perbuatan tersebut dibatalkan, dengan alasan bahwa tindakan tersebut 

merugikan kreditor dan tidak adil. 

Dasar hukum dari Actio Pauliana dapat ditemukan dalam Pasal 1341 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini memberikan hak kepada kreditor untuk 

mengajukan permohonan pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan debitor dengan niat 

merugikan kreditor, asalkan tindakan tersebut tidak merupakan kewajiban debitor. Dalam 

pandangan hukum perdata, perbuatan hukum debitor yang dapat dibatalkan melalui Actio 

Pauliana adalah perbuatan hukum yang tidak diwajibkan oleh undang-undang atau perjanjian 

yang berlaku, dan debitor mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya akan 

merugikan kreditor. Melalui mekanisme ini, kreditor diberikan perlindungan agar haknya atas 

piutang tidak terhalang oleh tindakan tidak adil debitor. 

Secara historis, konsep Actio Pauliana berakar dari sistem hukum Romawi, yang 

kemudian diadopsi dalam sistem hukum perdata di banyak negara, termasuk Indonesia. Prinsip 

dasar dari Actio Pauliana adalah keadilan, di mana kreditor tidak boleh dirugikan oleh 

tindakan-tindakan debitor yang secara sengaja mengalihkan aset atau melakukan perbuatan 

hukum lainnya untuk menghindari pelunasan utang. Di Indonesia, konsep ini juga dikenal 

dalam praktik peradilan, khususnya dalam sengketa perdata yang melibatkan hak-hak kreditor 

dan debitor. 

Actio Pauliana mengizinkan kreditor untuk membatalkan tindakan debitor yang dilakukan 

dengan itikad buruk. Perbuatan hukum yang dimaksud biasanya melibatkan pengalihan aset, 

hibah, penjualan aset di bawah harga pasar, atau tindakan lain yang tujuannya adalah untuk 

mengurangi jumlah aset yang dapat digunakan untuk membayar utang. Contoh paling umum 

adalah ketika debitor yang sedang terlilit utang besar secara tiba-tiba menjual aset berharganya 

dengan harga yang sangat rendah kepada pihak ketiga yang tidak beritikad baik. Dalam situasi 

seperti ini, kreditor dapat mengajukan Actio Pauliana dengan alasan bahwa perbuatan tersebut 

sengaja dilakukan untuk merugikan kreditor. 

Dalam hal Actio Pauliana, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar gugatan pembatalan 

dapat diterima oleh pengadilan, yaitu: 
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1) Tindakan tidak diwajibkan: 

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor bukan merupakan tindakan yang diwajibkan 

oleh undang-undang atau perjanjian. Jika perbuatan tersebut diwajibkan, maka tindakan itu 

tidak dapat dibatalkan melalui Actio Pauliana. 
2) Itikad buruk debitor: 

Kreditor harus membuktikan bahwa debitor mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa 

tindakannya akan merugikan kreditor. Jika tindakan debitor dilakukan dengan itikad baik, 

Actio Pauliana tidak dapat digunakan. 

3) Kerugian kreditor: 
Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor harus menyebabkan kerugian nyata bagi 

kreditor. Kerugian ini dapat berupa hilangnya kesempatan kreditor untuk menagih piutangnya 

karena aset yang seharusnya tersedia untuk melunasi utang telah dialihkan. 

4) Perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum adanya kepailitan: 
Dalam beberapa kasus, Actio Pauliana diajukan setelah debitor dinyatakan pailit. 

Namun, tindakan yang dimaksud dalam Actio Pauliana harus terjadi sebelum adanya putusan 

pailit. Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini, kreditor dapat mengajukan gugatan pembatalan 

dan pengadilan dapat memutuskan apakah perbuatan hukum debitor tersebut layak untuk 

dibatalkan. Jika pengadilan memutuskan bahwa tindakan tersebut harus dibatalkan, aset atau 

hak yang dialihkan oleh debitor dapat dikembalikan ke status semula, sehingga kreditor dapat 

menagih piutangnya. 

Tujuan utama dari Actio Pauliana adalah untuk melindungi kreditor dari perbuatan 

curang debitor yang bertujuan menghindari pelunasan utang. Dengan memberikan hak kepada 

kreditor untuk meminta pembatalan perbuatan hukum debitor yang tidak adil, hukum berusaha 

untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak kreditor dan debitor. Dalam hal ini, kreditor tidak 

dibiarkan tanpa perlindungan ketika debitor bertindak dengan itikad buruk. Selain itu, Actio 

Pauliana juga berfungsi untuk memastikan bahwa debitor tidak dapat dengan sembarangan 

mengalihkan asetnya kepada pihak ketiga untuk menghindari tanggung jawab. Dengan adanya 

Actio Pauliana, debitor yang mencoba mengelabui kreditor dengan memindahkan atau menjual 

aset-asetnya di bawah nilai pasar atau dengan itikad buruk dapat dimintakan 

pertanggungjawaban. Kreditor, sebagai pihak yang berhak menagih utang, diberikan jaminan 

bahwa haknya tidak akan terancam oleh tindakan debitor yang tidak jujur. 

Meskipun Actio Pauliana memberikan perlindungan bagi kreditor, pelaksanaannya di 

pengadilan tidak selalu mudah. Salah satu kendala utama yang sering dihadapi adalah masalah 

pembuktian. Kreditor harus dapat membuktikan bahwa perbuatan hukum debitor dilakukan 

dengan itikad buruk dan merugikan kreditor. Pembuktian itikad buruk ini sering kali sulit 

dilakukan, terutama jika debitor menyembunyikan niatnya dengan cermat. Selain itu, perbuatan 

hukum yang dibatalkan melalui Actio Pauliana juga harus dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu. Jika waktu yang terlalu lama telah berlalu sejak tindakan tersebut dilakukan, kreditor 

mungkin tidak dapat mengajukan gugatan pembatalan. Kendala lain adalah keterlibatan pihak 

ketiga. Jika aset debitor telah dialihkan kepada pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik, 

Actio Pauliana mungkin tidak dapat diterapkan. Hal ini karena hukum perdata melindungi 

pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik dan tidak mengetahui adanya niat buruk dari 

debitor. 

Dalam hukum perdata Indonesia, Actio Pauliana merupakan instrumen penting untuk 

melindungi kreditor dari tindakan curang debitor yang mencoba menghindari tanggung jawab 

atas utang. Meskipun penerapan Actio Pauliana menghadapi berbagai tantangan, terutama 

dalam hal pembuktian dan perlindungan pihak ketiga, instrumen ini tetap berfungsi sebagai 

bentuk perlindungan hukum yang adil dan seimbang antara kreditor dan debitor. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut : 
1) Bagaimana ketentuan hukum perdata di Indonesia mengatur pembatalan perbuatan 
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hukum debitor yang merugikan kreditor melalui gugatan Actio Pauliana? 

Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor dalam situasi di mana debitor telah mengalihkan 

aset kepada pihak ketiga melalui perbuatan yang merugikan kreditor? 

 

METODE 

Metode Penelitian Yuridis Normatif yang digunakan dalam kajian ini mengacu pada 

pendekatan yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang tertulis, khususnya 

terkait dengan gugatan Actio Pauliana dalam hukum perdata Indonesia. Metode ini bertujuan 

untuk menganalisis bagaimana hukum mengatur pembatalan perbuatan hukum debitor yang 

merugikan kreditor. 

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute 

approach), yaitu dengan menganalisis secara mendalam peraturan-peraturan yang terkait, 

terutama Pasal 1341 KUH Perdata yang mengatur Actio Pauliana, serta peraturan lainnya yang 

relevan, termasuk yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan. Selanjutnya, 

digunakan pendekatan kasus (case approach) dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan 

terkait gugatan Actio Pauliana untuk memahami bagaimana penerapan hukum perdata dalam 

kasus nyata. Analisis ini akan melihat bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan 

ketentuan hukum perdata dalam memutus sengketa antara kreditor dan debitor terkait tindakan 

yang merugikan kreditor. 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu 

dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan seperti itikad buruk, kerugian kreditor, 

dan syarat-syarat pembatalan perbuatan hukum debitor. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang), 

bahan hukum sekunder (buku, jurnal), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). 

Analisis data dilakukan dengan cara interpretasi dan sistematisasi hukum. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Ketentuan Hukum Perdata Di Indonesia Mengatur Pembatalan Perbuatan 

Hukum Debitor Yang Merugikan Kreditor Melalui Gugatan Actio Pauliana 

Dalam hubungan hukum utang-piutang, kreditor memiliki hak untuk menagih utang 

dari debitor sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, 

dalam praktiknya, tidak jarang debitor melakukan perbuatan hukum yang bertujuan untuk 

menghindari kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditor. Perbuatan hukum tersebut 

dapat berupa pengalihan atau penjualan aset debitor kepada pihak ketiga, yang pada akhirnya 

merugikan kreditor karena aset yang seharusnya dapat digunakan untuk pelunasan utang tidak 

lagi tersedia. Untuk melindungi hak kreditor dari tindakan curang debitor, hukum perdata 

Indonesia memberikan instrumen hukum berupa Actio Pauliana. Actio Pauliana merupakan 

hak yang dimiliki oleh kreditor untuk memajukan gugatan guna membatalkan perbuatan 

hukum debitor yang dilakukan dengan niat merugikan kreditor. Gugatan ini diatur dalam Pasal 

1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang memberikan landasan 

hukum bagi kreditor untuk melindungi haknya atas piutang. 

Actio Pauliana adalah hak yang diberikan kepada kreditor untuk memohon pembatalan 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yang merugikan kreditor, dengan syarat bahwa 

perbuatan hukum tersebut tidak diwajibkan oleh undang-undang atau perjanjian yang berlaku. 

Prinsip dasar dari Actio Pauliana adalah bahwa kreditor harus dilindungi dari tindakan debitor 

yang beritikad buruk, yaitu ketika debitor sengaja melakukan perbuatan hukum untuk 

mengalihkan aset-asetnya guna menghindari kewajiban pelunasan utang. 

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, Pasal 1341 KUH Perdata menjadi dasar hukum 

Actio Pauliana. Pasal tersebut berbunyi: 
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“Untuk kepentingan semua krediturnya, tiap orang yang terikat untuk melakukan sesuatu tidak 

dapat memintakan pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukannya, 

yang merugikan krediturnya, jika dapat dibuktikan bahwa, pada waktu perbuatan itu 

dilakukan, ia mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan krediturnya, dan pihak yang 

menerima manfaat dari perbuatan itu mengetahui pula akan hal itu.” 

Pasal ini menegaskan bahwa kreditor dapat memohon pembatalan perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh debitor, dengan syarat debitor dan pihak ketiga yang menerima manfaat 

mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditor. 

Agar gugatan Actio Pauliana dapat diajukan dan dikabulkan oleh pengadilan, ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbuatan 

hukum yang dimohonkan pembatalannya memang dilakukan dengan itikad buruk oleh debitor 

dan merugikan kreditor. Berikut adalah syarat-syarat tersebut: 
a) Adanya perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditor: 

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor harus menyebabkan kerugian bagi kreditor. 

Kerugian ini biasanya berupa hilangnya aset yang dapat digunakan untuk melunasi utang 

debitor kepada kreditor. Contohnya, jika debitor menjual aset berharganya dengan harga yang 

sangat rendah kepada pihak ketiga, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan 

kreditor. 
b) Perbuatan hukum tersebut tidak diwajibkan oleh undang-undang: 

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor harus merupakan tindakan yang tidak 

diwajibkan oleh undang-undang atau perjanjian yang berlaku. Jika perbuatan hukum tersebut 

diwajibkan, maka kreditor tidak dapat memohon pembatalan atas tindakan tersebut. 
c) Debitor mengetahui bahwa perbuatannya akan merugikan kreditor: 

Debitor harus mengetahui atau setidaknya seharusnya mengetahui bahwa perbuatan hukum 

yang dilakukannya akan merugikan kreditor. Hal ini menunjukkan adanya unsur itikad buruk 

dari pihak debitor dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. 
d) Pihak ketiga yang menerima manfaat mengetahui adanya kerugian: 

Selain debitor, pihak ketiga yang menerima manfaat dari perbuatan hukum tersebut juga harus 

mengetahui atau setidaknya seharusnya mengetahui bahwa tindakan tersebut akan merugikan 

kreditor. Jika pihak ketiga bertindak dengan itikad baik dan tidak mengetahui adanya kerugian 

kreditor, maka gugatan Actio Pauliana tidak dapat diajukan. 
e) Perbuatan hukum dilakukan dalam periode yang memungkinkan kreditor dirugikan: 

Tindakan yang dilakukan oleh debitor harus terjadi dalam jangka waktu tertentu sebelum 

adanya tuntutan dari kreditor. Jika perbuatan hukum dilakukan terlalu lama sebelum 

kreditornya menagih haknya, maka gugatan Actio Pauliana mungkin tidak dapat diajukan. 

Syarat-Syarat Pengajuan Actio Pauliana Untuk dapat mengajukan gugatan Actio Pauliana, 

kreditor harus memenuhi beberapa syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum. Adapun 

syarat-syarat tersebut meliputi: 
a) Kreditor yang memiliki hak tagih yang sah: 

Kreditor yang mengajukan Actio Pauliana haruslah kreditor yang memiliki piutang yang sah 

dan diakui oleh debitor. Piutang ini dapat berupa piutang yang sudah jatuh tempo, atau piutang 

yang akan jatuh tempo di masa depan namun sudah diakui oleh debitor. 
b) Perbuatan hukum debitor dilakukan dalam kurun waktu yang berdekatan dengan jatuhnya 

kewajiban utang: 

Tindakan debitor yang merugikan kreditor harus dilakukan dalam jangka waktu yang tidak 

terlalu lama sebelum kreditor mengajukan Actio Pauliana. Jika terlalu lama sejak perbuatan 

hukum tersebut dilakukan, maka kemungkinan pengadilan akan menolak gugatan karena 

dianggap sudah tidak relevan lagi. 
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c) Adanya kerugian nyata bagi kreditor: 

Kreditor harus membuktikan bahwa tindakan debitor menyebabkan kerugian nyata, misalnya 

dengan menunjukkan bahwa aset yang dijual atau dialihkan oleh debitor seharusnya bisa 

digunakan untuk melunasi piutang kreditor. 
d) Tindakan yang dilakukan bukan merupakan kewajiban debitor: 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata, tindakan debitor harus merupakan 

tindakan yang tidak diwajibkan secara hukum. Jika tindakan debitor dilakukan sebagai bentuk 

pemenuhan kewajiban hukum, kreditor tidak dapat mengajukan Actio Pauliana. 
e) Adanya itikad buruk dari debitor: 

Kreditor harus dapat membuktikan bahwa debitor melakukan perbuatan hukum tersebut 

dengan itikad buruk, yaitu dengan niat untuk menghindari pelunasan utang atau dengan 

kesadaran bahwa tindakannya akan merugikan kreditor. 

Salah satu tantangan utama dalam mengajukan gugatan Actio Pauliana adalah pembuktian. 

Kreditor harus dapat menunjukkan bahwa tindakan debitor dilakukan dengan itikad buruk dan 

menyebabkan kerugian nyata. Pembuktian itikad buruk ini bisa dilakukan dengan cara 

menunjukkan fakta-fakta yang mendukung, misalnya: 
a) Debitor secara sadar menjual aset di bawah harga pasar tanpa alasan yang jelas. 

b) Debitor mengalihkan asetnya kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan erat dengan 

debitor (misalnya keluarga atau kerabat dekat). 

c) Debitor melakukan transaksi dalam keadaan keuangan yang sudah tidak stabil atau dalam 

kondisi hampir bangkrut. 

Selain itu, kreditor juga harus menunjukkan bahwa perbuatan hukum tersebut tidak diwajibkan 

oleh hukum, serta adanya kerugian nyata yang dialami oleh kreditor sebagai akibat dari 

tindakan debitor. 

Jika pengadilan menerima gugatan Actio Pauliana, maka perbuatan hukum debitor yang 

merugikan kreditor tersebut dapat dibatalkan. Artinya, pengalihan aset atau transaksi lain yang 

dilakukan oleh debitor dianggap tidak sah dan dikembalikan ke keadaan semula. Aset yang 

telah dialihkan dapat dikembalikan ke dalam kepemilikan debitor, sehingga kreditor dapat 

menagih piutangnya dari aset tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam beberapa 

kasus, jika aset debitor telah dialihkan kepada pihak ketiga yang beritikad baik (misalnya pihak 

ketiga yang tidak mengetahui adanya masalah utang debitor), pengadilan mungkin tidak dapat 

membatalkan transaksi tersebut. Hukum perdata memberikan perlindungan kepada pihak 

ketiga yang beritikad baik dan tidak terlibat dalam perbuatan curang debitor. 

Meskipun Actio Pauliana memberikan perlindungan penting bagi kreditor, 

penerapannya tidak selalu mudah. Salah satu kendala utama adalah pembuktian itikad buruk 

dari debitor. Itikad buruk sering kali bersifat subjektif dan sulit dibuktikan, terutama jika 

debitor tidak secara eksplisit menyatakan niatnya untuk menghindari pelunasan utang. Kreditor 

harus dapat mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk meyakinkan pengadilan bahwa 

debitor sengaja melakukan tindakan yang merugikan mereka. Kendala lain adalah 

perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam beberapa kasus, aset debitor 

telah dialihkan kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya niat buruk dari debitor. 

Dalam situasi seperti ini, kreditor mungkin kesulitan untuk membatalkan perbuatan hukum 

tersebut, karena hukum melindungi pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik. 

Actio Pauliana merupakan instrumen penting dalam hukum perdata Indonesia yang 

memberikan perlindungan bagi kreditor dari tindakan debitor yang curang atau merugikan. 

Dengan adanya ketentuan ini, kreditor dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan 

perbuatan hukum debitor yang tidak diwajibkan dan merugikan kreditor. Meskipun penerapan 

Actio Pauliana menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pembuktian dan 

perlindungan pihak ketiga, instrumen ini tetap berperan penting dalam menjaga keadilan dalam 

hubungan antara kreditor dan debitor. 
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2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Situasi Di Mana Debitor Telah 

Mengalihkan Aset Kepada Pihak Ketiga Melalui Perbuatan Yang Merugikan Kreditor 

Dalam hubungan hukum antara kreditor dan debitor, kreditor memiliki hak untuk 

memperoleh pelunasan utang dari debitor. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan 

situasi di mana debitor mengalihkan asetnya kepada pihak ketiga, baik melalui penjualan, 

hibah, atau bentuk perbuatan hukum lainnya, dengan tujuan menghindari kewajiban 

pembayaran utang. Tindakan pengalihan aset semacam ini bisa merugikan kreditor, terutama 

jika debitor melakukannya dengan itikad buruk dan tanpa ada kewajiban hukum yang 

mengharuskan tindakan tersebut. 

Untuk melindungi kreditor dalam situasi ini, hukum memberikan perlindungan melalui 

beberapa instrumen hukum, salah satunya adalah gugatan Actio Pauliana. Gugatan ini 

memungkinkan kreditor untuk meminta pembatalan perbuatan hukum debitor yang merugikan 

kreditor, termasuk perbuatan yang melibatkan pengalihan aset kepada pihak ketiga. Namun, 

terdapat beberapa batasan, terutama ketika aset tersebut sudah dialihkan kepada pihak ketiga 

yang beritikad baik. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor yaitu sebagai berikut : 
1. Gugatan Actio Pauliana 

Perlindungan utama bagi kreditor dalam menghadapi tindakan debitor yang mengalihkan 

asetnya secara merugikan adalah dengan mengajukan gugatan Actio Pauliana, yang diatur 

dalam Pasal 1341 KUH Perdata. Gugatan ini memberikan hak kepada kreditor untuk meminta 

pengadilan membatalkan perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditor, selama perbuatan 

tersebut tidak diwajibkan oleh hukum dan debitor bertindak dengan itikad buruk. Adapun 

unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mengajukan Actio Pauliana antara lain: 
a) Perbuatan hukum yang merugikan kreditor: 

Kreditor harus menunjukkan bahwa perbuatan hukum debitor, seperti pengalihan aset kepada 

pihak ketiga, secara nyata merugikan kreditor. Misalnya, debitor menjual aset dengan harga di 

bawah pasar atau memberikan asetnya kepada kerabat atau teman dengan maksud menghindari 

tanggung jawab pembayaran utang. 
b) Perbuatan tidak diwajibkan: 

Kreditor harus membuktikan bahwa pengalihan aset tersebut bukan merupakan kewajiban 

hukum debitor. Jika debitor mengalihkan aset sebagai bentuk pelunasan utang kepada kreditor 

lain yang sah, maka gugatan Actio Pauliana tidak dapat diajukan. 
c) Itikad buruk debitor: 

Kreditor juga harus membuktikan bahwa debitor sadar atau mengetahui bahwa tindakan 

pengalihan aset tersebut akan merugikan kreditor. Itikad buruk ini dapat terlihat dari fakta 

bahwa debitor berada dalam keadaan finansial yang sulit atau dalam kondisi hampir bangkrut, 

namun tetap mengalihkan asetnya dengan cara yang merugikan kreditor. 

Jika gugatan Actio Pauliana dikabulkan, maka pengadilan dapat memutuskan untuk 

membatalkan perbuatan hukum debitor, sehingga aset yang telah dialihkan kepada pihak ketiga 

dapat dikembalikan ke kepemilikan debitor. Dengan demikian, kreditor dapat menagih haknya 

dari aset tersebut. 
2. Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Beritikad Baik 

Meskipun kreditor memiliki hak untuk mengajukan gugatan Actio Pauliana, perlindungan 

hukum terhadap kreditor tidak bersifat mutlak. Salah satu pengecualian penting dalam 

penerapan Actio Pauliana adalah adanya perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. 

Pihak ketiga beritikad baik adalah pihak yang menerima pengalihan aset dari debitor tanpa 

mengetahui bahwa pengalihan tersebut dilakukan dengan tujuan menghindari kewajiban 

kepada kreditor. 

Dalam kasus di mana aset debitor telah dialihkan kepada pihak ketiga yang beritikad baik, 

pengadilan mungkin tidak akan membatalkan perbuatan hukum tersebut. Hal ini karena hukum 

memberikan perlindungan kepada pihak yang bertindak tanpa niat jahat dan tidak terlibat 
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dalam tindakan curang debitor. Contoh pihak ketiga beritikad baik adalah orang yang membeli 

aset dari debitor dengan harga yang wajar dan tidak mengetahui bahwa debitor sedang 

mengalami masalah utang. 

Kondisi ini membuat kreditor harus berhati-hati dalam mengajukan gugatan Actio Pauliana, 

karena gugatan tersebut mungkin tidak akan berhasil jika aset sudah dialihkan kepada pihak 

ketiga beritikad baik. Dalam kasus seperti ini, kreditor mungkin harus mencari alternatif cara 

lain untuk memperoleh pelunasan utangnya, misalnya melalui pelaksanaan hak jaminan atau 

tindakan hukum lainnya. 
3. Hak Preferen dan Kreditor Separatis 

Selain Actio Pauliana, perlindungan hukum bagi kreditor juga bisa datang dari hak-hak 

preferen atau kreditor separatis yang memiliki hak lebih dulu atas aset-aset tertentu dari debitor. 

Kreditor preferen adalah kreditor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau 

perjanjian memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang, misalnya kreditor yang 

memiliki hak atas barang jaminan seperti gadai, hipotek, atau hak tanggungan. 

Jika kreditor memiliki hak preferen atau merupakan kreditor separatis, maka pengalihan aset 

oleh debitor kepada pihak ketiga tidak akan mengurangi hak kreditor untuk memperoleh 

pelunasan utangnya dari aset tersebut. Misalnya, jika debitor mengalihkan tanah yang telah 

dibebani dengan hak tanggungan kepada pihak ketiga, kreditor pemegang hak tanggungan tetap 

dapat mengeksekusi haknya atas tanah tersebut untuk melunasi utangnya, terlepas dari 

pengalihan yang dilakukan oleh debitor. 

Kendala dalam perlindungan hukum bagi kreditor Meskipun hukum memberikan perlindungan 

kepada kreditor, ada beberapa kendala yang sering muncul dalam praktik, antara lain: 
a) Kesulitan Pembuktian: 

Salah satu tantangan utama dalam mengajukan gugatan Actio Pauliana adalah pembuktian 

itikad buruk debitor. Kreditor harus dapat membuktikan bahwa debitor mengetahui bahwa 

tindakannya akan merugikan kreditor, yang sering kali sulit dilakukan karena itikad buruk ini 

bersifat subjektif. 
b) Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik: 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika aset debitor telah dialihkan kepada pihak ketiga 

yang beritikad baik, kreditor mungkin kesulitan untuk membatalkan transaksi tersebut, 

meskipun tindakan debitor merugikan kreditor. 
c) Lamanya Proses Hukum: 

Proses pengajuan gugatan Actio Pauliana di pengadilan sering kali memakan waktu yang lama, 

sehingga dalam beberapa kasus, kreditor mungkin kehilangan kesempatan untuk memperoleh 

pelunasan utangnya. 

Perlindungan hukum bagi kreditor dalam situasi di mana debitor mengalihkan aset kepada 

pihak ketiga melalui perbuatan yang merugikan kreditor terutama diwujudkan melalui gugatan 

Actio Pauliana. Gugatan ini memungkinkan kreditor untuk meminta pembatalan perbuatan 

hukum debitor yang tidak diwajibkan dan merugikan kreditor, selama kreditor dapat 

membuktikan adanya itikad buruk dari debitor. Meskipun demikian, hukum juga memberikan 

perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga kreditor harus berhati-hati dalam 

mengajukan gugatan. Selain Actio Pauliana, kreditor yang memiliki hak preferen atau 

merupakan kreditor separatis juga dapat memperoleh pelunasan utangnya melalui eksekusi hak 

atas barang jaminan. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari analisis di atas menunjukkan bahwa Actio Pauliana merupakan instrumen 

penting dalam hukum perdata Indonesia untuk melindungi hak kreditor terhadap tindakan 

debitor yang merugikan. Dalam hubungan utang-piutang, kreditor memiliki hak untuk menagih 

utangnya, namun debitor kadang melakukan pengalihan aset dengan tujuan menghindari 
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kewajiban tersebut. Actio Pauliana, yang diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata, memberikan 

kreditor hak untuk membatalkan perbuatan hukum debitor yang dilakukan dengan itikad buruk 

dan tidak diwajibkan oleh hukum. Agar gugatan Actio Pauliana dapat berhasil, kreditor harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kerugian nyata akibat tindakan debitor, tidak 

adanya kewajiban hukum yang mengatur tindakan tersebut, serta adanya itikad buruk dari 

debitor dan pihak ketiga. Meskipun demikian, penerapan Actio Pauliana tidak selalu mudah, 

terutama dalam hal pembuktian itikad buruk dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang 

beritikad baik. Meskipun ada tantangan, keberadaan Actio Pauliana sangat vital dalam menjaga 

keadilan dan melindungi kreditor dalam hubungan hukum utang-piutang di Indonesia. Penting 

bagi kreditor untuk memperkuat upaya pembuktian dalam gugatan Actio Pauliana, Kreditor 

sebaiknya mengumpulkan bukti yang kuat dan relevan terkait itikad buruk debitor, termasuk 

dokumen transaksi dan kesaksian pihak ketiga. Selain itu, disarankan agar kreditor melakukan 

pemantauan secara aktif terhadap transaksi debitor yang mencurigakan. Di sisi lain, edukasi 

tentang hukum perdata, khususnya Actio Pauliana, perlu ditingkatkan di kalangan kreditor agar 

mereka lebih memahami hak dan cara melindungi kepentingan mereka dalam hubungan utang-

piutang. 
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